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ABSTRAK

WASIAT WAJIBAHTERHADAP ANAK ANGKAT NON MUSLIM:
STUDI ATAS KHI PASAL 209

Sebagaimana telah diketahui, bahwa sering terjadi ketidakakuran atau
perpecahan dalam sebuah keluarga ketika seorang anggota keluarga meninggal
dunia, terutama ketika dalam sebuah keluarga tersebut terdapat anak angkat. Hal
ini disebabkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, seperti ketika anak
angkat tidak mendapatkan harta peninggalan karena dia bukan ahli waris, padahal
dia telah cukup berjasa dalam keluarga tersebut atau karena ahli waris tidak
mendapatkan bagian warisannya karena dimiliki sepenuhnya oleh anak angkat.

Hukum Islam telah melegalkan pengangkatan anak dengan syarat tidak
menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dari segi nasab, sehingga
anak angkat tidak berhak atas warisan atau dengan kata lain, anak angkat bukan
termasuk ahli waris. Di Indonesia, anak angkat hanya berhak memperoleh wasiat
wajibah dari orang tua angkatnya. Hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 209 yang mempunyai makna, bahwa wasiat wajib diberikan kepada
anak angkat atau orang tua angkat maksimal 1/3 harta peninggalan.

Terdapat sebuah pertanyaan yang cukup menggelisahkan ketika anak yang
diangkat memeluk agama selain Islam. Diketahui dengan pasti, bahwa
personalitas keislaman merupakan salah satu asas umum dalam KHI yang
digunakan dalam memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan
kewarisan, sedangkan wasiat wajibah dalam KHI termasuk dalam bab mawaris.
Ketika hukum Islam melarang adanya pembagian warisan kepada ahli waris yang
non muslim, Mahkamah Agung dalam putusannya telah memberikan bagian
warisan kepada anak kandung non muslim melalui jalan wasiat wajibah.
Bagaimana dengan anak angkat yang non muslim, apakah dia juga mendapatkan
wasiat wajibah, mengingat dalam KHI, tidak terdapat persyaratan dalam
mendapatkan wasiat wajibah. Selain itu, persyaratan yang umum dan sering
terjadi dalam pengangkatan anak adalah adanya anak yang diangkat dengan orang
tua angkatnya harus seagama.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan
pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan melalui cara pandang Ibn Hazm
dalam menafsirkan ayat. Sebagai sumber primernya, adalah Kompilasi Hukum
Islam (KHI), Yurisprudensi dan a/-Muhalla karya Ibn Hazm. Sumber sekundernya
adalah kitab-kitab maupun buku-buku ilmiah yang membahas mengenai wasiat
wajibah, seperti kitab A/-Miras al-Muqgaran karya Muhammad ‘Abd ar-Rahim al-
Kasika dan mengenai anak angkat, seperti al-Fatawa karya Mahmud Syaltut.

Berdasarkan analisa yang penyusun lakukan, KHI tidak menunjukkan
adanya larangan dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat non
muslim, seperti halnya hibah maupun wasiat pada umumnya, tidak terdapat
persyaratan adanya kedua belah pihak harus beragama Islam. Dengan acuan
tersebut, maka anak angkat yang non muslim bisa mendapatkan wasiat wajibah
dengan maksimal sepertiga harta, tanpa melihat perbedaan agama.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, bahwasanya antara syari’ah dan figh' memiliki
hubungan yang sangat erat, karena figh adalah formula yang dibentuk dari
syari’ah.’ Dengan kata lain, syari’ah (hukum) tidak dapat berdiri tanpa adanya
figh. Syari’ah yang berfungsi sebagai rahmatan {i al-‘alamin tentu berisi
peraturan-peraturan dan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan
masyarakat. Tiada satu pun produk hukum tertentu, kecnali untuk kemaslahatan
orang, kelompok, atau segolongan tertentu yang azasnya adalah menjaga agama,
diri, akal, kehormatan dan harta. Sedangkan tujuan dari ilmu figh itu sendiri,
adalah menerapkan hukum-hukum syari’at terhadap perbuatan dan ucapan
manusia.’

Di Indonesia, bermacam-macam produk figh dar berbagai macam mazhab
telah dirumuskan dalam suatu bentuk pedoman yang bernama Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia (yang selanjutnya disebut KHI). KHI yang dikeluarkan melalui
Instruksi Presiden No. 1 th.1991 tanggal 10 Juni 1991, merupakan hukum materiil

yang dijadikan pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam

! Figh pada hakikatnya merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat di mana
fagih berada. Figh merupakan jawaban atas kebutuhan msyarakat. Lihat Ulil Abshar Abdalla,
“Menuju Reformasi Hukum Islam™ dalam Burhanuddin (ed), Syariat {slam Pandangan Muslim
Liberal, cet. ke-1 (Jakarta: The JIL dan Asia Fondation, 2003), hlm. 256-259.

? Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2000), him. 5.

3 <Abd al-Wahhab Khallaf, ‘7Zmu Usul Figh, cet. ke-12 (Cairo: Dar al-Qalam, 1978), him.
4.



menyelesaikan masalah-masalah dalam perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
KHI dijadikan sebagai dasar acuan dalam menyelesaikan masalah umat Islam
yang lain, karena hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang ditunjukkan
oleh al-Qur’an maupun as-Sunnah yang dijelaskan dengan jelas dan pasti.*
Dengan dirumuskannya produk hukum menjadi satu dalam KHI,
diharapkan persoalan-persoalan hukum yang hadir di dalam masyarakat dapat
terpecahkan dengan mudah dan teratur. Namun, perumusan hukum tersebut
ternyata belum cukup menampung beberapa persoalan yang hadir di dalam
masyarakat modern yang selalu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman
dan sangat menjunjung tinggi adanya nilai-nilai Hak Asasi Manusia (hugug al-
insan al-asasiyyah), terutama dalam bidang agama, karena sistem pemikiran
hukum sering tidak membenkan ventilasi pemikiran terhadap perbedaan agama
atau terhadap non muslim, sehingga bisa dipastikan, bila berhubungan dengan
agama lain, maka kesimpulan hukum yang diambil cenderung kaku dan keras,”
seperti dalam masalah kewarisan antara orang kafir dengan orang muslim, para
ulama telah sepakat, bahwa orang kafir tidak mewarisi dan mewariskan harta
orang Islam, begitu juga mereka sepakat, bahwa orang Islam tidak mewarisi dan

mewariskan harta orang kafir.® Hal ini berdasarkan atas hadis Nabi:

* Masjfuk Zuhdi, Masailul Fighiyyah (Kapita Selekta Hukum Islam), cet. ke-10 (Jakarta:
Toko Gunung Agung, 1997), him. 196.

3 Zainun Kamal, dkk., Figh Lintas Agama-Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, cet.
ke-5 (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), him. 165.

¢ Mahmud Syaltut dan ‘Ali As-Sayis, Figh Tujuh Madzhab, alih bahasa Abdullah Zakiy
al-Kaaf, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him. 293.
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Penerapan yang demikian ini dikarenakan cara pandang figh klasik
terhadap non muslim sebagai kafir, meskipun tidak semua orang berpendapat
bahwa non muslim adalah kafir, seperti pendapat Said Aqiel Siradj, semua agama
di dunia ini sama, yang ada adalah sifat iman seseorang terhadap agama yang
dianutnya. Selain dari itu, yakni di luar keimanannya, adalah musyrik, munafiq
dan kafir. Menurutnya, kafir ditujukan kepada orang yang tidak mempercayai
adanya Tuhan (atheis).® Sedangkan menurut ulama figh klasik, kafir merupakan
orang yang tidak menyembah Allah sebagai Tuhan, atau orang yang menyembah
selain dani Allah, sehingga non muslim adalah orang-orang yang dikategorikan
sebagai kafir. Ulama klasik memasukkan mereka menjadi salah satu kelompok
yang diharamkan untuk menerima dan memberi warisan (mawani’ al-irsi).” Hal
ini juga termuat dalam KHI, bahwasanya “pewaris adalah orang yang pada saat

meninggalnya atau yang dinyatakan berdasarkan putusan Pengadilan beragama

7 Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhary, Sahih al-Bukhari (Bandung:
Maktabah Dahlan, t.1.), IV: 2706, hadis nomor 6363, “Kitab al-Faraid”, “Bab La Yaris al-Muslim
al-Kafir wa La al-Kafir al-Muslim.” Hadis dari Abu ‘Asim Ibn Juraij dari Ibn Sihab dari “Ali Ibn
Husain dari ‘Umar Ibn ‘Usman dari Usamah Ibn Zaid r.a.

¥ Said Aqiel Siradj, Islam Kebangsaan Figh Demokratik Kaum Santri cet. ke-1 (Jakarta:
Pustaka Ciganjur, 1999), him. 205.

°® Mawani’al-irsi merupakan penghalang kewarisan yang bersifat permanen seperti,
pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Sedangkan mafijub merupakan orang yang terhalang
dalam menerima kewarisan karena adanya penghalang atau h4/ib, yaitu kerabat yang lebih dekat
dengan pewaris. Seperti cucu yang terhalang oleh saudara dari orang tua. Mahjub merupakan
halangan menerima warisan yang tidak permanen (temporer) karena suatu saat, dengan keadaan
tertentu kerabat yang termahjub bisa mendapatkan warisan dengan tidak adanya Aa4/ib atasnya.
Lihat dalam Ahmad Rofiq, Hukum Islam  , him. 385 dan Zainun Kamal, Figh Lintas Agama

, him. 166.



Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. ™"

Namun, melalui
keputusan No. 51 K/AG/1999, Mahkamah Agung telah mengabulkan gugatan ahli
waris non muslim yang tidak mendapatkan harta warisan, dengan cara melalui
wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa
atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib
wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dan

dalam keadaan tertentu.''

Keputusan Mahkamah Agung ini sesuai dengan
pendapat Ibn Hazm '? yang menyatakan, bahwa wasiat adalah wajib dilakukan

berdasarkan firman Allah:
v AV gl B s 5 01 @M WSTul s ) Se (S

B oiile L Oyl
Ibn Hazm berpendapat, bahwa wasiat kepada ahli waris yang terhalang
kewarisannya karena masuk dalam kriteria mawani’ al-irsi, misalnya hamba atau
kufur (beda agama), ahli waris yang termahjub, seperti ahli waris Zawi/ arham dan
kerabat yang tidak mendapatkan warisan hukumnya adalah wajib sesuai dengan
ayat di atas. Secara cksplisit, ayat di atas menyuruh umat muslim untuk
melakukan wasiat guna membantu kedua orang tua dan sanak keluarga, terutama

ibu-ibu atau anak-anak perempuan yang pada waktu itu sama sekali tidak

' Buku I Pasal 171 (b).
' Ahmad Rofiq, Hukum , hlm. 462.

2 1bn Hazm adalah ulama mazhab Zahiri yang mengambil hukum dalam al-Qur’an
secara eksplisit dan menentang adanya naskh dan mansukh.

3 Al-Baqarah (2): 180.




mendapatkan warisan.' Kemudian turuniah ayat mawaris yang menjadi dasar
pijakan dalam pembagian warisan. Dari ayat wasiat tersebut, terdapat berbagai
macam pendapat. Beberapa ulama menyatakan, bahwa wasiat itu wajib dan
beberapa ulama yang lain menyatakan, bahwa ayat wasiat di atas telah dinasakh
oleh ayat waris. Sebagian ulama, seperti Abu Dawud, Ibn Hazm dan ulama salaf
berargumen, bahwa ayat wasiat sesungguhnya hanya dinasakh sebagian saja, yaitu
kepada kerabat dekat yang menerima bagian tertentu dalam pembagian warisan.

Hal ini termaktub dalam karyanya a/~- Muhalla, yang berbunyi :
ALy S W05 Yl alE o O ples ST de 25
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Ibn Hazm menyatakan, bahwa ayat wasiat itu menentukan suatu kewajiban

hukum bagi orang Islam untuk membuat wasiat yang akan didistribusikan kepada
kerabat dekat yang tidak menerima harta peninggalan. Jika orang yang meninggal
gagal dalam memenuhi kewajiban ini, maka Pengadilan harus membuatkan wasiat
atas namanya, yang disebut dengan wasiat waj ibah.'® Akan tetapi, masalah
muncul untuk menentukan kerabat dekat yang mana yang akan menerima wasiat

wajibah tersebut.

14 YND Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, alih bahasa Machnun Husein, cet. ke-1
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 73.

"5 Ibn Hazm, al-Muhalla (Mesir: al-Jumhuriyyah al * Araba’ah, 1.1), VI: 314,

15 1pid.



D1 Mesir, kerabat vang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah cucu
yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu.'” Di Indonesia, terutama dalam
KHI Pasal 209 dijelaskan, bahwa pihak yang berhak mendapatkan wasiat
wajibah18 adalah anak angkat ataupun orang tua angkat. Hal ini sebagaimana
disebutkan:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176
sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa kenyataan hubungan antara orang tua
angkat dengan anak angkat tidak dapat dipungkiri secara hukum. Oleh karena itu,
Pasal 209 KHI memodifikasi keseimbangan hak dan kedudukan antara anak
angkat dengan orang tua angkatnya dalam hubungan waris mewarisi berdasarkan
konstruksi hukum wasiat wajibah.19 Pembahasan wasiat dalam KHI termuat

dalam Buku Il tentang “Hukum Kewarisan,” yang berisi enam bab.”’ Wasiat

7" Al Yasa Abu Bakar, 4hli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap
Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab (Jakarta: INIS, 1998), him. 193-194.

'® Makna wasiat wajibah di sini adalah seorang dianggap menurut hukum telah menerima
wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu
dianggap ada dengan sendirinya. Lihat M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”
dalam Moh. Mahfud (ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ull Press, 1993), him. 95.

9 Ibid,

% Bab I, berisi tentang “Ketentuan Umum”, terdiri dari satu Pasal (Pasal 171), Bab II
berisi tentang “Ahli Waris,” terdiri atas empat Pasal (Pasal 172-175), Bab III berisi tentang
“Besarnya Bahagian,” terdiri atas enambelas Pasal (Pasal 176-191), Bab IV berisi tentang “Aul
dan Rad” terdini atas dua Pasal (Pasal 192 dan 193), Bab V berisi tentang “Wasiat,” terdiri atas
enambelas Pasal (Pasal 194-209) dan Bab VI berisi tentang “Hibah,” terdiri atas lima Pasal (Pasal
210-214).



terdapat dalam Bab lima, memuat enambelas Pasal, yaitu Pasal 194-209. Pasal
terakhir, yaitu Pasal 209 memuat tentang wasiat wajibah kepada anak angkat.
Perlu digarisbawahi, bahwa pada Bab pertama tentang “Ketentuan Umum” Pasal
171 (b) yang menjelaskan tentang kewarisan -karena wasiat sangat berkaitan erat
dengan waris- dijelaskan, bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat
meninggalnya atau yang dinyatakan berdasarkan putusan Pengadilan beragama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan,”?' Sedangkan pada Bab
lima tentang “Wasiat,” yang termuat dalam Buku Il “Hukum Kewarisan”, terdapat
beberapa persyaratan menerima wasiat, namun tidak terdapat Pasal yang
menjelaskan tentang perbedaan agama maupun persyaratan anak angkat yang
hendak menerima wasiat wajibah, apakah mengikuti “Ketentuan Umum” Pasal
yang berarti perbedaan agama menyebabkan anak angkat tidak berhak
mendapatkan wasiat wajibah atau tidak mengikuti “Ketentuan Umum” Pasal.

Dari keterangan di atas, timbul suatu pertanyaan yang diambil dari
keputusan Mahkamah Agung, dari pernyataan [bn Hazm yang memperbolehkan
pemberian wasiat wajibah kepada orang kafir dan dari “Ketentuan Umum” Pasal,
maka apakah memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat non Islam
diperbolehkan? Dari keterangan di atas, menunjukkan bahwa KHI belum
memberikan jawaban atas persoalan khilafiyah tersebut. Hal ini karena KHI
belum mampu menjawab semua persoalan, sehingga yang diambil hanya dasar-

dasarnya saja yang disebut dengan unending process of social ordering, sebuah

! Buku II Pasal 171 (b).



proses perumusan desain sosial yang tidak pernah berakhir, yang mengharuskan
para pemikir hukum untuk mencari solusi permasalahan hukum yang terus

berkembang di dalam masyarakat yang majemuk.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka memunculkan sebuah pertanyaan
yang mendasar yaitu: Apakah anak angkat non muslim berhak mendapatkan

wasiat wajibah ?

C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan :
Untuk menjelaskan apakah anak angkat non muslim bisa mendapatkan
waslat wajibah.
Kegunaan :
Penulisan sekripsi ini mempunyai dua macam kegunaan:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam
bidang hukum Islam, menyangkut pemecahan masalah-masalah
dalam bidang wasiat, khususnya wasiat atas anak angkat non
muslim, dan sebagai tambahan pengetahuan serta cakrawala
berfikir ilmiah.

2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai masukan yang berarti bagi semua

pihak yang berkepentingan.

%2 Ulil Abshar Abdalla, “Menuju Reformasi , him, 256-259.



D. Telaah Pustaka

Ibn Hazm menjelaskan pendapatnya dalam kitab a/-Muhallz> bahwa
wasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan, misalnya karena menjadi
hamba, kufur (beda agama), ahli waris yang termahjub dan ahli waris Zawi/
arham, hukumnya adalah wajib. Sedangkan wasiat kepada ahli waris hukumnya
tidak sah sekalipun ahli waris yang lain mengizinkannya. Dalam hal ini, Ibn Hazm
tidak menyebutkan wasiat wajibah kepada anak angkat terutama anak angkat yang
non muslim, karena menurut Ibn Hazm anak angkat tidak termasuk bagian dari
kerabat, sedangkan kerabat menurut Ibn Hazm adalah keluarga maupun keturunan
yang senasab atau sedarah, ke atas maupun ke bawah.

Terdapat karya Al Yasa Abu Bakar berjudul Ahli Waris Sepertalian
Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Iikih
Mazhab,” yang membahas masalah wasiat wajibah dan kewarisan secara umum.
Di sini, beliau hanya membahas wasiat wajibah yang diberikan kepada kerabat
atau orang-orang sepertalian darah dimulai dar orang tua. Beliau membahas
pendapat Ibn Hazm dan mengemukakan adanya kebolehan (sunnah) memberikan
wasiat kepada pihak yang bukan kerabat, sebesar sepertiga harta sesuai dengan
wasiat yang asli, sementara duapertiga dari wasiat harus diberikan kepada kerabat.
Di sini beliau tidak membahas tentang wasiat wajibah kepada anak angkat yang

muslim maupun non muslim.

2 Ybn Hazm, al-Muhalla, V1: 314-315.

** Al Yasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian , him. 190-216.
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Dalam Materi Kompilasi Hukum Islam Peradilan Agama dan Kompilasi
Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia karya M. Yahya Harahap™
menyatakan, bahwa kenyataan hubungan antara orang tua angkat dengan anak
angkat tidak dapat dipungkiri secara hukum. Untuk tidak membohongi diri atas
fakta yuridis tersebut, Pasal 209 KHI memodifikasi keseimbangan hak dan
kedudukan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hubungan waris
mewarisi berdasarkan konstruksi hukum wasiat wajibah. Beliau belum
menjelaskan tentang wasiat wajibah jika terdapat perbedaan agama pada anak
angkat atau orang tua angkat.

Terdapat keputusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999. Mahkamah
Agung telah mengabulkan gugatan ahli waris non muslim yang tidak
mendapatkan harta warisan, dengan cara melalui wasiat wajibah.

Literatur yang membahas wasiat wajibah di negara Mesir antara lain
ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Ahkam at-Tirkah wa al-Mawaris’®
dan A/-Miras al-Muqgaran karya Muhammad ‘Abd ar-Rahim al-Kiskd” yang
menyebutkan, bahwa wasiat dapat diwajibkan berdasarkan hukum perundang-
undangan, meskipun si mayit tidak menghendaki. Beliau tidak menyebutkan dasar

hukum wasiat wajibah yang digunakan di negara Mesir tersebut.

> M. Yahya Harahap, Materi Kompilasi _____, him. 95.

%6 Muhammad Abu Zahrah, Ahkam at-Tirkat wa al-Mawaris (Mesir: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, t.t.), hlm. 279-297.

" Muhammad ‘Abd ar-Rahim al-Kiska, AI-Miras al-Mugqaran, cet. ke-3 (Mesir: Dar an-
Nadir li at-Taba’ab wa an-Nasyr, 1969), him. 131-134.
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Dalam jumnal asy-Syir'ah, Riyanta, menyatakan, bahwa wasiat wajibah
adalah sebagai salah satu jalan alternatif bagi anggota keluarga yang non muslim
dalam hal pembagian harta warisan yang terlihat sangat diskriminatif. Akan tetapi,
beliau tidak membahas tentang anak angkat yang non muslim.”®

Terdapat banyak skripsi yang mengutarakan tentang wasiat maupun wasiat
wajibah, yang sumber utamanya adalah kitab a/-Muhal/a karya Ibn Hazm, namun
belum ada yang membahas masalah wasiat atas ahli waris non kerabat, non
muslim, sedangkan wasiat wajibah sangat berkaitan erat dengan masalah waris
yang tidak memperbolehkan non muslim mewarisinya.

Terdapat skripsi karya saudara Fathurrohim®™ yang menjelaskan, bahwa
tidak semua pendapat 1bn Hazm tidak dapat diterima dan tidak dapat diamalkan.
Beberapa pendapat mengenai batasan kebolehan berwasiat serta ketidakbolehan
berwasiat itu untuk para ahli waris dapat dibenarkan, sedangkan pendapatnya
yang berkaitan dengan ketentuan hukum berwasiat serta pembatasan terhadap
pihak-pihak yang boleh memberikan wasiat menurutnya kurang dapat dibenarkan.

Selain itu, skripsi yang membahas wasiat wajibah dalam KHI karya
saudara Muhdi, memuat penolakan atas wasiat wajibah atas anak angkat maupun
orang tua angkat yang telah menjadi adat kebiasaan di dalam masyarakat
Indonesia, karena anak angkat dan orangtua angkat dilarang dalam hukum Islam

(al-Qur’an) dalam arti, bahwa pengangkatan anak yang telah menjadi adat pada

2% Riyanta, “Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim dalam Hukum Kewarisan Islam di
Indonesia,” dalam asy-Syir ‘ah, Vol. 36, No.I, Th.2002, him. 79.

? Fathurrohim, Studi Analisis Terhadap Pandangan Ibn Hazm Tentang Hukum Wasiat,
Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
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zaman jahiliyyah telah dihapuskan dengan turunnya surat al-Ahzab ayat 4 dan 5.
Selain itu, anak angkat bukan termasuk dalam kerabat pewaris yang tidak berhak
mendapatkan warisan. Muhdi berpendapat, bahwa dalam literatur figh dijelaskan,
bahwa apabila ada suatu adat, kemudian ia bertolak belakang dengan nas al-
Qur’an dan as-Sunnah, maka adat itu harus ditinggalkan.*

Berdasarkan data di atas, tidak ada skripsi yang membahas tentang wasiat

wajibah terhadap anak angkat non muslim studi atas KHI Pasal 209.

E. Kerangka Teoretik

Hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan,
sebab hukum timbul dari masyarakat dalam mengatur hubungan sehari-hari dan
rasa kesadaran itu berkaitan dengan kebudayaan yang dimiliki.”'

KHI mengandung hal-hal baru yang bercorak Indonesia. Oleh karena itu,
KHI di Indonesia cocok dengan komunitas sosial Indonesia yang berkembang.
Meskipun hukum adat pada umumnya menyamakan kedudukan anak angkat
dengan status anak kandung, KHI mengadaptasi dan mengkompromikannya
menjadi nilai hukum [slam, sehingga tercipta Pasal 209. Dalam hal ini, KHI
mengupayakan supaya anak angkat maupun orang tua angkat dapat ikut serta

menikmati harta peninggalan pewaris dengan melalui jalan wasiat wajibah.

3% Muhdi, Studi Atas Konsep Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam, Skripsi
Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

3T M. Hasbi ash- Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), him.
190.




Al- Qur’an menetapkan hukum wasiat sebagaimana terdapat dalam Surat

al-Baqarah, yaitu :
9,1 o SNy il B s 85 0L oM (ST e 131 SUle (ST
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Dikuatkan dengan sabda Nabi:
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Dalam usul al-figh, tujuan utama ilmu usul al-figh adalah menerapkan
kaidah-kaidahnya dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk
menghasilkan hukum syara’ yang ditunjuki dalil-dalil itu.** Salah satu dalil adalah
ijma’. Umat sejak zaman Rasulullah sampai sekarang banyak menjalankan wasiat.
Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Ketiadaan
ingkar seseorang itu menunjukkan adanya iyma’.
Di samping itu, terdapat dalil al-maslahah al-mursalah. Peraturan-
peraturan yang ditetapkan hukum [slam itu semata-mata untuk merealisasikan
kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam itu

sendiri, yaitu untuk memelihara kepentingan umat dan mendatangkan

3% Al-Baqarah (2): 180.

* Imam at-Turmuzi, Sunan at-Tirmizi (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), III: 293, hadis nomor
2120, “Kitab al-Wasaya,” “Bab Ma Ja’a La Wasiyyata li Warisin.” Hadis dari Abi Umamabh al-
Rabhili.

** Dalil, secara bahasa berarti yang menunjukkan kepada sesuatu, baik yang bersifat
inderawi ataupun maknawi, baik ataupun buruk. Sedangkan secara istilah, berarti sesuatu yang
dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara’ yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang
didasarkan pada pandangan yang benar mengenainya, baik secara pasti ataupun dugaan kuat. Lihat
‘Abd al-Wabhab Khallaf, * llmu Usul _, hlm. 14,
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kemanfaatan dan menghindari kemadaratan.”Dengan berdasar atas kemaslahatan,
waslat wajibah untuk anak angkat termuat dalam KHI Pasal 209.

Al-Maslahah menurut ahli usul figh, adalah suatu kemaslahatan yang
diambil karena Syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum untuk merealisir
kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau
pembatalannya, misalnya, kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan
darurat, berbagai kebutuhan atau berbagai kebatkan, namun belum disyari’atkan
hukumnya dan tidak ada bukti syara’ yang menunjukkan terhadap pengakuannya

atau pembatalannya.™

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (/ibrary research), yakni
meneliti dan mengumpulkan data yang terdapat pada sumber Hukum
Islam, yaitu al-Qur’an dan al-Hadis, serta pendapat para ulama yang ada
dalam berbagai kitab, yurisprudensi dan buku-buku yang terkait, seperti
pendapat Ibn Hazm dalam kitab él-Mullallé, pendapat M. Yahya Harahap
dalam Materi Kompilasi Hukum Islam Peradilan Agama dan Kompilasi
Hukum [Islam dalam Tata Hukum [ndonesia dan Keputusan Mahkamah

Agung dan KHI.

35 Ibid., hlm. 198.

% Ibid., him. 84.
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Sifat Penelitian
Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian
yang bertujuan untuk menggambarkan data, kemudian dianalisa dan

diambil kesimpulan.®’

. Pendekatan Penelitian

Karena wasiat wajibah berkaitan dengan masalah Hukum I[slam maupun

KHI, maka digunakan pendekatan normatif,’ byaitu pendekatan dengan

berdasar pada al-Qur’an maupun as-Sunnah, termasuk penafsiran Ibn

Hazm atas ayat dalam al-Qur’an, serta pendekatan yuridis, yaitu

pendekatan dengan berdasar pada perundang-undangan maupun peraturan,

seperti KHI dan Yurisprudensi.

Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk melakukan pembahasan skripsi ini,

penyusun menggunakan jenis data:

a. Sumber data primer vaitu: jenis data yang diperoleh langsung dan
sumber pertama seperti kitab yang ditulis oleh [bn Hazm, yakni kitab
al-Muhalla dan keputusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/1999.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap sumber data
primer seperti kitab Usul Figh karya ‘Abd al-Wahhab Khallaf dan

kitab mawaris seperti Ahkam at-Tirkah wa al-Mawaris karya

37 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah (Dasar Metode Teknik) (Bandung:

Tarmo, 1990), him. 139.

3% Soerjono dan Abdurahman, Metode Penelitian —Suatu Pemikiran dan Penerapan, cet.

ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) him. 55.
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Muhammad Abu Zahrah dan A/-Miras al-Muqaran karya Muhammad
‘Abd ar-Rahim al-Kiska serta kitab yang membahas tentang wasiat
kepada anak angkat, yaitu a/-Fatawa karya Mahmud Syaltut dan
sumber-sumber terkait.
5. Analisis Data

Terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data,

dengan menggunakan cara berpikir kualitatif dan dengan menggunakan:

a. Metode Deduktif
Yaitu analisa data yang berpangkal pada data yang bersifat umum,
kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Deduktif
juga berarti menggali hukum Islam dari nas dan kemudian menerapkan
Qawa’id al-Usuliyyah dan Qawa’id al-Fighiyyah. Seperti masalah
wasiat wajibah, hukum diambil dari al-Qur’an kemudian diterapkan ke
dalam ga’idah usuliyyah maupun fighiyyah.

b Metode Induktif
Yaitu analisa data yang bertitik tolak pada data yang bersifat khusus
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Induktif juga
berarti menggali permasalahan hukum yang muncul dari masyarakat
yang kemudian dianalisa aspek baik buruknya bagi manusia dengan
berpedoman pada standar norma yang ada dalam metodologi hukum
Islam, seperti masalah kewarisan atas non muslim yang hadir dalam

masyarakat yang secara zahir tampak ketidakadilan hukum Islam,
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kemudian dianalisa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat maupun

secara hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini agar mudah diketahui arah pembahasannya, maka
penyusun menggunakan sistematika:

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang berisikan tentang latar
belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, schingga alur
pembahasan dapat dipahami dengan mudah.

Bab kedua, berisikan tentang tinjauan umum tentang anak angkat dan
wasiat wajibah dalam kajian figh, karena dengan pembahasan ini, anak angkat dan
wasiat wajibah yang akan dikaji dapat lebih jelas dan terperinci. Oleh karena itu,
dalam bab dua in1 pembahasan anak angkat dan wasiat wajibah meliputi beberapa
hal, di antaranya mencakup pembahasan tentang pengertian, dasar hukum dan
status anak angkat. Begitu juga dengan bab wasiat wajibah. Oleh karena itu,
dalam bab dua ini terdapat dua sub bab, yaitu anak angkat dan wasiat wajibah.

Bab ketiga, dalam bab ke tiga ini penyusun berusaha menuliskan tentang
wasiat wajibah di dalam KHI dengan penjelasan—penjelasannya, meliputi sejarah
singkat, asas umum dan muatan KHI itu sendiri, kemudian mengenai wasiat
wajibah dalam KHI dan penjelasnnya, kemudian spesifik atas pandangan KHI

tentang anak angkat.
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Bab keempat, merupakan pembahasan dan analisis tentang wasiat wajibah
kepada anak angkat non muslim, mulai dengan menganalisa wasiat wajibah
terhadap anak angkat, kemudian menganalisa wasiat wajibah terhadap anak
angkat yang non muslim.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang

dilengkapi dengan lampiran-lampiran.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan maka dapat
diambil kesimpulan bahwa anak z rkat yang non muslim berhak mendapatkan
wasiat wajibah dari ayah angkatnya sesuai dengan asas keadilan. Dalam KHI,
tidak terdapat kriteria dan persyaratan pengangkatan anak maupun kriteria anak
angkat yang memperoleh wasiat wajibah. Namun, dalam Buku [I yang memuat
tentang hukum kewarisan yang di dalamnya memuat masalah kewarisan, hibah
dan wasiat menyatakan, bahwa ketentuan umum atau persyaratan yang termuat
dalam bab pertama pasal 171 tidak menunjukkan adanya syarat beragama Islam
bagi anak angkat atau orang tua angkat dalam bidang hibah maupun wasiat. Jadi,
tidak terdapat ketentuan atau persyaratan yang menunjukan bahwa perbedaan
agama menyebabkan anak angkat tidak memperoleh wasiat wajibah. Dalam hal
wasiat, beberapa ulama tidak mensyaratkan harus beragama Islam. Non muslim
juga bisa memperoleh wasiat, bahkan murtad sekalipun, karena wasiat termasuk
bagian atau senada dengan hibah 3 ' 1g boleh diberikan atau dari non muslim.

Meskipun asas umum KHI adalah personalitas keislaman, namun melalui
putusan Mahkamah Agung, kerabat yang non muslim berhak menerima bagian
warisan dengan jalan wasiat wajibah. Dengan menganalogikan anak angkat
sebagai pihak dari segi kerabat, maka anak angkat yang non muslim juga berhak

menerima wasiat wajibah.
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Anak angkat juga dianggap telah menjadi kerabat dari segi pengangkatan
dan pemeliharaan, seperti pendapat Ibn Hazm bahwa wasiat wajibah wajib
diberikan kepada kerabat selain ahli waris yang terhalang kewarisannya (mafjub)
baik karena beda agama, Zaws al-arham maupun budak, sehingga tidak ada
halangan bagi anak angkat non muslim untuk menerima wasiat wajibah. Seperti
halnya “Ketentuan Penutup” Pasal 229 KHI, maka, tidak ada halangan bagi
Pengadilan Agama untuk membagikan wasiat wajibah kepada anak angkat non

muslim.

B. Saran-Saran

Untuk melengkapi peyusunan skripsi ini, penyusun merasa perlu untuk
menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kejelasan persyaratan pengangkatan anak dalam KHI.

2. Perlu adanya pembaharuan dalam KHI yang menyangkut tentang anak

angkat, karena masa depan mereka ada di tangan kita.
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Bas i

Seorang muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir dan
seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim.

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda tanda) maut, jika 1a meninggalkan
harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib
kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas
orang-orang bertakwa.

Dan wajib (fardlu) atas setiap muslim untuk berwasiat
kepada kerabat-kerabatnya yang tidak mendapatkan
warisan, ada kalanya karena perbudakan atau kufur atau
karena dia adalah orang yang terhijab dari kewarisan
atau karena mereka tidak mendapatkan waisan, maka
mereka wajib dibeni wasiat.

Lihat nomer. 2

Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap
orang yang berhak itu haknya masing-masing, maka
tidak boleh (ada) wasiat kepada ahli warts.

BABII

(4) Allah sekah-kali tidak menjadikan bagi seseorang
dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak
menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai
ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu
sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu
hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah
mengatakan yang sebenamya dan Dia menunjukkan
jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak-anak
angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak
mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama
dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah
Allah Maha Pengampun lagi Maba Penyayang.

Barang siapa memanggil ayah pada selain ayahnya dan
dia mengetahui bahwasanva dia bukan ayahnya maka
surga adalah haram baginya.
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Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara
kehidupan manusia semuanya.

Adat (kebiasaan) itu dapat dijadikan landasan hukum.
Lihat nomer 8.

Kewajiban memberikan sebagian harta tinggalan dengan
jalan wasiat (yang diberikan) kepada furu' (cucu) yang
ayahnya mati, baik baik matinya di masa hidupnya
maupun bersama-sama, di mana bagiannya sama dengan
bagian orang tuanya seandainya masih hidup dengan
syarat ia bukan ahli waris (yang menerima bagian) dan
bagiannya tidak melebihi sepertiga dari harta
peninggalan, baik furu’ itu satu atau banyak, laki-laki
atau sejumlah laki-laki.

Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus
dihubungkan dengan kemaslahatan.

Lihat nomer 2.

Jika sesecorang memberikan seperempat, karena
sesungguhnya Rasulallah saw. bersabda: sepertiga dan
sepertiga adalah banyak atau besar.

Adalah dosa seorang muslim yang mempunyai sesuatu
guna diwasiatkan lantas tidur dua malam berturut-turut,
kecuali wasiatnya itu telah ditulis.

Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan)
sesudah dibayar hutangnya.

Lihat nomer 5.

BAB 1T

BAB IV

Seorang muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir dan
seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim.

II
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